
 

WALIKOTA SERANG 
PROVINSI BANTEN 

 

PERATURAN DAERAH KOTA SERANG 

NOMOR  3 TAHUN 2017 

TENTANG 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  

TAHUN ANGGARAN 2016 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA SERANG, 

Menimbang   :  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat 

(1) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 

9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - 

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016; 

Mengingat  :  1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945;  

  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4421); 

 

6. Undang - Undang ………… 
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6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Daerah antara Pemerintah 
Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang 

Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4748); 

                            8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5049); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 
tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4575); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 

tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 
2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5155); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4578); 

 

 

 

13. Peraturan ……..... 
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 

tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4593); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi 

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang 
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan 

Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada 

Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 

tentang Stándar Akuntansi Pemerintahan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5165); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 

tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut 

Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau 
Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 158; 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5179); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang 

Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5272); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 

tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5533); 

20. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi 

Jaminan Kesehatan Nasional dan Fasilitasi 
Kesehatan Tingkat Pertama (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81; 

 

 

 

 

21. Peraturan …………..… 
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21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah  sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua 

atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 310); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 

2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan 

Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran 
Pendapatan Dan Belanja Daerah ( Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 

Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 

2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan 
Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541); 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 

2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang 

Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 547); 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 

2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan 
Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah 

Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 450); 

25. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 11 Tahun 

2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota 

Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2008 
Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang 

Nomor 7); 

26. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 Tahun 2010 
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah 

(Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2010 Nomor 

6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 

33);  

27. Peraturan Daerah  Kota Serang Nomor 17 Tahun 

2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota 

Serang Tahun 2010 Nomor 17, Tambahan 

Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 39); 

 

 

28. Peraturan …………..… 
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28. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2011 

tentang Standar Pelayanan Minimal Pemerintah 
Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 

2011 Nomor 2);  

29. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 13 Tahun 

2011 tentang Retribusi Daerah Kota Serang 
(Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2011 Nomor 

13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang 

Nomor 49); 

30. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 17 Tahun 

2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti 

Kerugian Daerah (Lembaran Daerah Kota Serang 
Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran 

Daerah Kota Serang Nomor 51); 

31. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2014 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 

2014 Nomor 2) 

32. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 10 Tahun 
2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kota Serang Tahun Anggaran 2016 

(Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2015 Nomor 

10); 

33. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 4 Tahun 2016 

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kota Serang Tahun Anggaran 2016 

(Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2016 Nomor 

4); 

34. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang 

Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah 

Kota Serang Nomor 51); 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SERANG 

dan 

WALIKOTA SERANG 

 

MEMUTUSKAN:  

Menetapkan  : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNG 
JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN 

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016. 

   

 

 

 

Pasal 1 ………………. 
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Pasal 1 

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja 

Daerah berupa laporan keuangan memuat : 

a. Laporan Realisasi Anggaran; 

b. Neraca; 

c. Laporan Arus Kas; 

d. Laporan Operasional; 

e. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; 

f. Laporan Perubahan Ekuitas; 

g. Catatan atas Laporan Keuangan. 

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilampiri 

dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik 

daerah/perusahaan daerah.  

 

Pasal 2 

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) 

huruf a pada tahun anggaran 2016 sebagai berikut : 

a. Pendapatan  ...... ….. Rp. 1.132.266.273.590,00 

b. Belanja ............. ….. Rp. 1.129.841.327.429,00 

Surplus/defisit  . …..   Rp. 2.424.946.161,00 

c. Pembiayaan  ..... …..  

- Penerimaan  . ….. Rp.   182.604.193.504,00 

- Pengeluaran  ….. Rp.                            0,00  

Pembiayaan Neto  …..   Rp. 182.604.193.504,00 

Sisa Lebih Pembiayaan  

Anggaran (SILPA)……..    Rp. 185.029.139.665,00 

 

Pasal 3 

Uraian laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai 

berikut : 

 

a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah 

Rp25.376.468.034,00 dengan rincian sebagai berikut : 

1. Anggaran pendapatan setelah perubahan  Rp. 1.106.889.805.556,00 

2. Realisasi               Rp.1.132.266.273.590,00 

   Selisih lebih/(kurang)  Rp.     25.376.468.034,00 

 

 

 

 

b. Selisih ........... 
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b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah 

Rp.(159.652.671.631,00) dengan rincian sebagai berikut : 

1. Anggaran belanja setelah perubahan  Rp. 1.289.493.999.060,00 

2. Realisasi               Rp.1.129.841.327.429,00 

   Selisih lebih/(kurang)              Rp. (159.652.671.631,00) 

 

c. Selisih  anggaran  dengan  realisasi  surplus/defisit  sejumlah                           

Rp. 185.029.139.665,00 dengan rincian sebagai berikut : 

1. Surplus/defisit setelah perubahan   Rp. (182.604.193.504,00) 

2. Realisasi               Rp.    2.424.946.161,00 

   Selisih lebih/(kurang)  Rp.  185.029.139.665,00 

 

d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah                   

Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut : 

1. Anggaran penerimaan pembiayaan 

      setelah perubahan     Rp.  182.604.193.504,00-     

2. Realisasi               Rp.  182.604.193.504,00     

   Selisih lebih/(kurang)           Rp.                         0,00 

 

e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah              

Rp. 0,00   dengan rincian sebagai berikut : 

1. Anggaran pengeluaran pembiayaan 

setelah perubahan     Rp.       0,00    

2. Realisasi               Rp.         0,00     

   Selisih lebih/(kurang)           Rp.      0,00 

 

f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah                                  

Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut : 

1. Anggaran penerimaan pembiayaan 

      setelah perubahan     Rp.  182.604.193.504,00-     

2. Realisasi               Rp.  182.604.193.504,00     

   Selisih lebih/(kurang)           Rp.                         0,00 

 

Pasal 4 

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 

Desember 2016 sebagai berikut : 

a. Jumlah aset             Rp. 2.579.525.829.246,43 

b. Jumlah kewajiban            Rp.      10.004.175.236,00 

c. Jumlah ekuitas                      Rp. 2.569.521.654.010,43 

 

Pasal 5 ……………... 
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Pasal 5 

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1)  huruf c 
untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2016 sebagai 

berikut : 

a. Saldo kas awal per 1 Januari 2016          Rp.   182.604.193.504,00) 

b. Arus kas bersih dari aktivitas operasi        Rp.   172.258.372.643,00) 

c. Arus kas bersih dari aktivitas investasi  

aset non keuangan            Rp.  (169.833.426.482,00) 

d. Arus kas bersih dari aktivitas pembiayaan Rp.             0,00 

e. Arus kas bersih dari aktivitas non  

anggaran                                                Rp.             0,00 

f. Saldo kas akhir per 31 Desember 2016  Rp.   185.029.139.665,00 

 

Pasal 6 

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1)             

huruf d per 31 Desember 2016 sebagai berikut : 

a. Jumlah Pendapatan - Laporan  

Operasional Rp. 1.254.376.081.869,00 

b. Jumlah Beban Rp. 1.418.614.477.092,78 

c. Jumlah Surplus/Defisit - Laporan  

Operasional Rp.   (164.238.395.223,78) 

 

Pasal 7 

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 1 ayat (1) huruf e per 31 Desember 2016 sebagai berikut : 

 

a. Saldo Anggaran Lebih Awal Rp.    182.604.193.504,00   

b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan  

 Pembiayaan Tahun Berjalan Rp. (182.604.193.504,00) 

c. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Rp. 185.029.139.665,00   

d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun  

 Sebelumnya Rp. 0,00  

e. Lain-lain Rp. 0,00  

f. Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp. 185.029.139.665,00 

 

 

 

Pasal 8 ……………. 
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Pasal 8 

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 

(1) huruf f per 31 Desember 2016 sebagai berikut : 

a. Ekuitas Awal Rp. 2.410.438.450.584,06   

b. Surplus/Defisit – Laporan Operasional Rp. (164.238.395.223,78)  

c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ 

Kesalahan Mendasar   

- Koreksi Nilai Akumulasi 

Penyusutan/ Amortisasi 

 

Rp. 

 

328.952.181.982,84 
- Koreksi Nilai Persediaan Rp. 181.662.838,00 

- Koreksi Piutang Retribusi Panggung 

Reklame 

 

Rp. 

 

37.680.000,00 
- Koreksi Piutang Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) 

 

Rp. 

 

(1.250.255.957,00) 

- Koreksi Utang Perhitungan Pihak 
Ketiga Lainnya 

 
Rp. 

 
(8.021.875,00) 

- Koreksi Nilai Bagian Lancar – 

Tuntutan Ganti Rugi 

 

Rp. 

 

(9.604.539,64) 
- Koreksi Nilai Aset Lainnya - 

Tuntutan Ganti Rugi 

 

Rp. 

 

(585.387.011,05) 

- Koreksi Nilai Saldo Awal Kas Daerah Rp. (1.400,00) 

- Koreksi Nilai Saldo Awal Kas di 

Bendahara Bantuan Operasional 

Sekolah 

 

 

Rp. 

 

 

264.634.895,00 

- Koreksi saldo awal Piutang Dana 
Transfer 

 
Rp. 

 
(4.243.472.770,00) 

- Koreksi saldo awal Aset Tidak 

Berwujud 

 

Rp. 

 

(17.817.513,00) 

d. Jumlah Ekuitas Akhir Rp. 2.569.521.654.010,43 

 

Pasal 9 

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 

ayat (1) huruf d tahun anggaran 2016 memuat informasi  baik secara   

kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan. 

 

Pasal 10 

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tercantum 

dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :  

 

 

a. Lampiran I .............. 
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a. Lampiran I  :    Laporan Realisasi Anggaran; 

1. Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran 
menurut urusan  Pemerintah Daerah dan 

organisasi; 

2. Lampiran I.2    : Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut 

urusan pemerintahan daerah, organisasi, 

pendapatan, belanja dan pembiayaan; 

3. Lampiran I.3    : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah 

menurut urusan     pemerintahan daerah, 

organisasi, program dan kegiatan; 

4. Lampiran I.4    : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah 

untuk keselarasan  dan keterpaduan urusan 
pemerintahan daerah dan fungsi dalam 

kerangka pengelolaan keuangan negara; 

b.  Lampiran II   :   Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih  

c.  Lampiran III  :   Laporan Operasional  

d.  Lampiran IV  : Laporan Perubahan Ekuitas 

e. Lampiran V  :   Neraca. 

f. Lampiran VI  : Laporan Arus Kas. 

g.  Lampiran VII    :     Catatan atas Laporan Keuangan. 

h.  Lampiran VIII    :   Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah 

i.  Lampiran IX     :   Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang 

Daerah; 

j.  Lampiran X     :   Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan 

Penyisihan Dana Bergulir; 

k.  Lampiran XI     :   Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah; 

l.  Lampiran XII    :   Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan 

dan Pengurangan Aset Tetap Daerah; 

m.  Lampiran XIII    :   Daftar Rekapitulasi Aset tetap Daerah 

n.  Lampiran XIV    :   Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam 

Pekerjaan; 

o.  Lampiran XV    :   Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya; 

p.  Lampiran XVI    :   Daftar Dana Cadangan Daerah; 

q.  Lampiran XVII    :   Daftar Kewajiban Jangka Pendek; 

r.  Lampiran XVIII    :   Daftar Kewajiban Jangka Panjang; 

s.  Lampiran XIX    :   Daftar Kegiatan-kegiatan yang belum 

diselesaikan sampai akhir tahun dan 

dianggarkan kembali dalam tahun anggaran 

berikutnya; 

t.  Lampiran XX    :   Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha 

Milik Daerah/Perusahaan Daerah; 

 

(2) Lampiran …………. 
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(2) Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2), merupakan 

bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini. 

 

Pasal 11 

Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagai rincian lebih lanjut dari 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2016. 

 

Pasal 12 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 

Kota Serang.  

Ditetapkan di Serang 

pada tanggal 12 Oktober 2017 

WALIKOTA SERANG, 

T  

T D 

T b .  H A E R U L  J A M A N  

  

Diundangkan di Serang 

pada tanggal 13 Oktober 2017  

SEKRETARIS DAERAH 

KOTA SERANG, 

T T D 

 

Tb. URIP HENUS 

  

LEMBARAN DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2017 NOMOR  34 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 

    
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM 

 

T T D 
LILY MUSLIHAT, SH. M.Si. 
19740428 200112 2 003 

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SERANG PROVINSI BANTEN 
( NOMOR URUT PERDA 3,42   / TAHUN 2017 ) 


	WALIKOTA SERANG,

